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Pasal 43
(1) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 ayat (2) dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retrbiusi;
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat(1) diterbitkan bukti
pemindahbukuan yang berlaku juga sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44
(1) Pembinan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bersama-sama instansi
terkait;
(2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(1) Waijib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah di ancem dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal ni adalah pelanggarar..

BAB XXli
PENYIDIKAN
Pasal 46

(1) Pejabat Pegawai Negoeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan
wewenang khusus setagai Penyidilk untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan
dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku:

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap  can jelas;

b.  Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana
perpajakan Daerah tersebut;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari crang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah:

d.  Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;

h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

i. Memanggil orang untuk di dengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi:

i Menghentikan Penyidikan:

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku iagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tangaal : 3 - ¢~ 2005

i Konawe Selatan

Dlundangkan di:Andocotio
D~ : §-AsusTUS - 2005

ASA, SE. M.Si

ol. IV/b
NIP 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR : ?17 SE cC




